



Indonesia is law state that should put forward of law, but the fact lesal apparatus rn
lndonesia still in the abstract te.,rel ihat in thc form ofconcept. In that"case'influencedby L*y factors,. among. others, govemment doesn't have a firm attinrdi, cnsis
conlldence and societv's culture.
Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang seharusnya mengedepankan hukum, namun
kenyataannya penegai.:an hukum di Indonesia barulah berada pada tataran absbak yang
P"ty.p? konsep. lial tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara "laiiketidaklegasan pemerintah, krisis kepercayaan dan budaya masfarakat.
Kata kunci : Penegakan Hukum
1. Problematika
Persoalan penegakan hukum, khususnya akhir-akhir ini
rnenJadi suatu perbincangan yar:rg tiada putus-putusnya dan
merupakan suatu kajian dari mereka yang menyebut dinnya sebagar
ahli-ahli hukum. Saat ini, di era reformasi, beberapa nonn4 kaidah
dan rulai yang selama ini dianut, dapat "berjungkir" atau
"diperjunglarbalikkan" yang terz$a sulit untuk diprediksi ke arah
mana sesungguhnya penegakan hukum akan diarahkan.
Era reformasi sering diidentikkan dengan era demokrasL
ada kebebasan berbicarq adakesamaan hak untuk berbicarayang di
era sebelumnya sangat sulit untuk drlumpai. Namun ternyata, di era
demokrasi, hal-hal yang semuanya berbau kebebasan dan kesamaan
memiliki kecenderungan tidak menghargai hak-hak orang lain,
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sehinggademokrasiyangadadrlndonesiasaaturiSeperh
demoGasi yang "kebabiasan" yang akhimya mengarah kepada
suatu tlndakan yang anarkhi dan lebih yonisnya lagr, dalam kondisi
terakhir iru hukum dalam arfian ketentuan perundang-undangan
sudah tldak drhormati ciemrkran pula rnstitusi-rnsttusi tldak
mendapatkan wibawa lagr dalam rangka penegakan hukum'
Kondisi di atas merupakan sesuatu yang tidak sesuat bahlian
sudah bertentangan dengan pnnsip atau dasar filosofi yang termuat
di dalam konstitusi, Undang-gndang Dasar 1945,yang menentukan
negara lndonesia adalah negara hukum, rechtstaat, dan bukan
,r*!*u kekuasaan atau machtstaat. Dr s'ri mau dikaji bagarmanakah
prJro penegakan hukum <ii era reformasi Incionesia saat ini ?
2. Pembahasan
Penegakan llukum
a. f"O.tO,tt att Hukum Dalam Proses Pembahan
Dansejarahpemikrranilmuhukumkiranyadaparditank
suatu kesimpulan tentang fungsilkedudukan hukum dalam peru-
bahan. Faham pertama mlnyatakan bahwa fungsi hukum mengtkul
perubahan-perub ah an dan sedapat mungkin menges ahkan perubahan-
perubahan tersebut. Patram ini dipeiopori oleh maztrap sejarah dan
icebudayaan yang dipelopori oleh F.C. Von Savignyr. Sedangkan
gagasan kedua yang dipelopori oleh Jeremy Bentham berpendapat
Uutt*u hukum berfi.rngsi sebagar silana untuk mengubah masya-
rakat yang kemudian oleh Roscoe Pound dikembangkan serta
diperluas yang dikenal- dengan aTlan iurisprudence sosiological,
yutu sociit eiginering!. Dengan kata lain, kedua faham tersebut di
atas, yakni mazhab sejarah dan iurisprudence sosiological meman-
dang hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan
' stalrlhtas dan atir: hukum sebagai sarana untuk mengadakan social
enginering. Mana 
-Vang lebih diutamalcan di antara keduanya karena
sangat beikartan dengan 3 pilar hukum yartu kepastran hukum.
keadilar: hukurn dan kemanfaatan hukum semuanv-a tergantung
pada kondist masyardrat di mana pembahan-per,rbahan itu tegadi
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b. Visi Hukum dalam Tap MPR RI No. MMPR/1999
Peryelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem
peryenntahan nega.ra antara larn dikemukakan dengan jeias bahwa
negara lndonesia berdasar atas hukum, rechtstaat, tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (machstaat) Kemuciian di daiam rangka
penjabaran lebih operasional tentang nilar-nilal filosofi di atas, Tap
MPR RI Nomor [V/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara Tahun 1999-2A04 pada Bab IV Arah Kebqakan tentang
hukum drkemukalian
I Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan
masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan
hukum daiam kerangka supremasi hukum dan tegaknva
negara hukum.
2. Menata sistem hukurn nasional yang menyeluruh dan
terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum
. agarr.a dan hukum adat serLa memperbaharui
perundang-undangan warisan kolo-nial dan hukum
nasionai yang disknminatif, termasuk ketidak-adrlan
gender dan ketdak sesuaiannya dengan tuntutan
reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi urternasional, terutama
yang berkartan dengan hak asasi manusia sesuar dengan
kebutuhan dan kepentrngan bangsa dalam bentuk
r.rndang-undang.
5. Menrngkatkan mtegritas rnoral dan keprofesionalan
aparat pe-negak hukum, termasuk Kepolisian Negara
. 
Republik lndonesia. untuk menumbuhkan keperca,vaan
masyarakat dengan merung-katkan kesejahteraan.
dukr.rngan sarana dan prasarana hukum. pendidikan,
serta pengawasan 1'ang efektif6 Mewujudkan lembaga peradilan 
-v'.ang mandin dan bebas
dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
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'7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan l-ang
men du-kung kegiatan p erekono mtan d alam mengh ad apr
era perda-gangan bebas tanpa merugikan kepentngan
nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat'
mudah,**uitdanterbuka,sertabebaskorupsi'koiusi
dan nepotisme dengan tetap men1unjung trnggi asas
keadilan dan kebenaran
9. Menlngkatkan pemahaman dan penyadaran' serla me-
ningkatk an p erlindungan, p engh o rmatan, dan penegakan
hakasasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan'
10. Menyelesaikan berbagar proses peradila-n terhadap
pelanggaran hukum dan hak asasl manusia yang beium
ditangani secara tuntas.
c. Penegakan Hukurn Dalam Era Demokrasi
s-ebagaimana dikemukakan di atas, era reformasi adalah
identrk dengan era demokrasi, hanya yang dijumpar dalam ken-va-
taan di lndonesia saat ini adalah merupakan demokrasi yang
"kebablasan" sehrngga berubah menjadi Sesuatu anarkhi, sebagar-
mana yang seringkali kita saksikan akhir-akhir ini bahwa kekuatan
"massa" mengalahkan segala bentuk aturan hukum dalam penca-
palan suatu fuJuan.
Ide demokrasi memang berasal dan negara Barat akan tetapt
memiliki nilai-rular yang bersifat umversal, yartu mlar-nilar kebe-
basan dan persamaurn yang untuk bangsa lndonesia sudah tentu
bertumpu pada asas kekeluargaan. Dengan demikian apabila
berkenaan d..,g* nilai-nilai kebebasan dalam keluarga yang tidali
terlepa-s dan kebebasan dan anggota keluarga yang lal dan luga
berada dalam ruang hngkup keiuarga sebagar kelompok'
Nila: persamaen Ci Indcnesia dlmaksudkan sebaga per-
sarnaan 
-y-ang disesuaikali dengan keCudukan dan tanggung 
jarvab
dalam rnas-varakat dan negara. Persirnaan itu adalah seirama dengur
ketenf,:an 
--vang tercantum ddam pasal 2? Undang-Undang Dasa:
l{ir"! {
Hukum f)t Era Re
(i) "Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam
hukum dan pemerintahan dan walib menlunjung hukum
, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuahnya".(2) "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerlaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaa.n".
Yang kemudian oleh perubahan kedua undang-undang Dasar 1945
ditambah satu ayat lagi sehingg a ada ayat (3) yang berbuny :(3) "Setiap warganegara berhak dan lvajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara".
Menyirnak isl makna ide dernokrasi antara lain termuat
daiam pasal 27 undang-undang Dasar rg45 tersebut. maka
prosedur ide demokrasi adalah menjelmakan dirrrya dalam hal-hal
sebagai benkut
1. Putusan-putusan penrng harus ditentukan oleh Majelis
. 
Permusyawaratan Rakyat atau dengan persetujuan Dewan
Perw'akilan Ralryat
2. Hasil dari suatu pemilihan umum, yang menentukan komposisi
kekuatan sosial politik dalam Dewan perwakrlan nakyai dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat harus drladikan landasan
digantrnya pemenntah.
3. Pemenntah harus bersifat terbuka (adanya openbaarheid van
bestuur).
4 Dimungkrnkannya ralcyat yang berkepentrngan menyamparkan
keluharurya mengenar tindakan+indakan pe.y abat yang dianggap
merugikan
5. fetrap putusan-putusan yang diambil harus memperhatikan
kepentngan-kepentrngan golongan mino ntas
d. Penegakan Hukum Secara Normatif Dan Empiris
Persoalan tentang penegakan hukum sesungguhnya masrh
merupakan sesuaru yang abstrak dan tidak ada henti-henturya untuk
dikaji oieh karena dari segi a^spek selarah daram bentuk aslin-va
Indonesra adalah suatu bangsa yang memiliki atiiran hukum hdak
tertuhs vang kemudian oleh alirzu: sosioiogis diklaim hukum yang
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berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum yang ada dan
berlaku dalam kenyataannya yang terwujudkan didalam hukum adat
maupun hukum-htrkum kebiasaaan. Namun di dalam perkembangan
lebrh lanjut, seirrng dengan masuknya kolonial, pemenntah Hindia
Belanda yang pada dasarnya memiliki hukum-hukurn terfulis yang
akhimya baik secara fakta maripun kepentingan-kepentingan politik
hukum ada pendambaan yang sifatrya lebih kepada hukum yang
bersifat terfulis khususnva untuk lebih terjamrnnya apa yang disebut
dengan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan dua konsep di
atas, yartu hukum yang tumbuh dan berkembang serta dgumpar
dalam kenyataan (empins) dan hukum yang termuat dalam benft:k
terfulis, yartu iegisme/positivisme akan membawa kita kepa<ia
pembahasan serla merevieu' kembali lahimya kedua faham tersebut
pada mulanya Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar
itirufrttyu pada aliran filsafat positif (positrvism) yang lahir pada
awal abad ke-19-an. Prinsip utama aliran filsafat ini adalah '
1. Hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam
pengalaman. Prinsip ini diangkat dan prinsip empirisme l.ocke
dan Davi,l Hume.
2. Hanya apa yang pasti secara nyata drsebut dan diakui sebagar
kebenaran. Berarti tidak sernua pengalaman dapat disebut benar.
hanya pengalaman yang nyatalah yang disebut benar.
3. Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuklrkan.
4. Karena semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu- maka
tugas filsafat adalah rnengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu ttu.
Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-luasnya-
termasuk kebenaran dalam kehidupan manusi4 maka metode
ilmiah juga diterapkan dalam durua kemanusiaan. Gerakan ll.rr
dipelopon antara lain oleh Sarnt Simon, Aguste Comte dan
peranCis dan Herbert Spancer dan lnggns.4
Alira-n filsafat ni kemudian berkembang daiam cabang iimu
sosral dan rlmu hukum. Datam cabang positrvisme sosiologis
hukum dipandang sebagar ge;ala normatif belalia^ Kedua alrra.n
positivisme iru kemudian secara eksis diakui sebagar ahra::
p o s t li'., i s nle t er rrtan'la karena 2 ai a," an
Penegakan Hukum Di Era Reformasi 343
l. Diutamalcannva penyeltdikan ilmiah sebagar dasar
pembentukan kebenaran rlmrah.
2. Diutamakannya kenyataan seb agar kebenaran. s
Adapun prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah .
1. Suatu tata hukum nega.ra berlaku bukan karena mempuny'ai
dasar dalam kehidupan sosral (menurut Comte dan Spencer).
bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga br.rkan
karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena menda-
patkan bentuk positifirya suatu tnshnsi yang berwenang.
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya"
bentuk hukum formal dipisahkan dan bentuk hukum matenal.
3. isi huKum (matenai) ciakor ad4 tetapi buican bahan ilmu h'.rlium
karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.
Positivisme hukum mendapat penekanan fi.rndamentalrtya
dan 2 tokoh terkemuka dalam bidang itu, yaitu John Ausnn dan
Hans Kelsen. Menurut Austtn,
i. Hukum merupakan pemerintah penguasa (law is a
command of the law giver), hukum dipandang sebagat
penntah dan pihak pemegang kekuasaan tertinggi
(kedaulatan), hukum merupakan perintah yang dibe-
bankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah itu
diberikan oleh makhluk berpikir yang memegang
kekuasaan,
2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan
tertutup (closed logical system), pandangan ini jelas
mendapat pengaruh ketat dari cara berpikrr sarns
rnodem. llmu dianggap sebagar bidang penyelidikan
mandin 
-yang ob,veknya harus dipisahkan dari nrlai
obyek sains, apapun itu, dianggap sekadar sebaga:
benda.
3. Hukum posltif harus memenuhi beberapa unsur, yartu
adanva unsur perintah, sanksi, kewa-iiban dan kedau-
latan Di luar itu. bukanlah hukum. meiarnkan moral
po sitif lP a s i t i v e m o r a I i t ;,*)
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Lebih jauh, menuru1 Hans Kelsen, hukum termasuk dalam
sollenskatagon (hukum sebagar keharusan), bukan sebagar
sernskatagori (hukum sebagar kenyataan). Orang mentaati hukum
karena memang harus mentaati hukum sebagai penntah negara
Pelalara:r terhadap penntah akan mengakibatkan orang itu
berurirsan dengan akibat-akibat kelaiaiannya (sanksi). Ajaran la.n
Kelssn adalah tentang stufen theory-nya bahwa sistem hukum
haliekatnya merupakan sistem hierarkhi yang tersusun dan pering-
kat rendatr hingga perintah terunggr. Hukum yang palrrg rendah
harus berdasar, bersumber dan fldak boleh bertentangan dengan
hukum yang lebih hnggi Sifat bertentangan dari hukum yang lebih
endah mengakibatkan batalnya daya laku dan hukum itu
Sebaliknya hukum yang lebih tnggr merupakan dasar dan sumber
dan hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum
dalam peringkatny4 semakin absfak dan umum sifat norma yang
dikandungnya. Dan semakin rendah penngkatnya semaklr nyata
dan operasionai sifat norrnayang dikandungrya6 Dengan demikran,
hga penegasan penting tentang hukum yang diberikan oleh Kelsen :
I Hukum sebagai sistem tefutup atau sistem hukurn
murni yaitu sistem nonna mumi yang harus dipisahkan
dan anasir-anasir lain bukan hukum.
2. Hukum sebagar sollenkatagori yaitu hukum sebagai ke-
harusan.
3. Hukum sebagai kesatuan sistem peringkat yang
sistematis menurut keharusan tertentu.
Aliran rni mendapat pengaruh kuat dan aliran hukum pen-
dahulunya, yartu legisme. Aliran uu berkembang sejak abad
pertengatran dengan penyamaan hukurn dengan undang-rurdang
sebagar pokok pikirannya. Penganut aiiran ini berpendapat hakekat
hukum adalah hukum tertulis (undang-undatrg) Di luar itu.
dianggap trdak ada hukum. Persepsi tni banyak dianut oieh antara,
larn Hans Kelsen, Jellinek. Paul Laban dan ahh-ahli hukum Jerman
lainn-ya. Atas dasar penlelasan di atas. dapatlah disimpulkan bahi',a
pada pnnsipnva aliran hukurn pcsitif adalai aiiran pen'ri'idran
hi-rii:.:i:: ','.';.r:,E rnijrl:br:rt pfnei,-:fsajt t*iha.d.ap benl,.ii: i":ukum iulclang-
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undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi penn-
tah, kewaliban dan kedaulatan) Dan sistematisasi norma hukum(hierarkhi norma hukum Kelsen) yang secara implisit alrran rnr
hakekatnya j uga menegaskan beberapa hal
1. Bahwa pembenfuk hukum adalah penguasa.
2. Bahwa bent';k hukurn adalah undang-undang.
3. Hukum yang diterapkan terhadap pihak yang dikuasar
;vang drmensi keharusan yang diketatkan melalui pem-
bebanan sanksi terhadap pelanggamya.
Setelah mengetahui asal mula serta perkernbangan alnan
positivisme yang terdki dan empinsme, normatif yang kemudian
dikembangkarr menl adi legrsrrre maka persoalarr terrtatg penegalcan
hukum adalah mempturyar kartan yang sangat erat dengan fakta-
fakta yang menyebabkan warga mematuhi hukum yang setidak-
trdaknya dapat dikembahkan pada faktor-faktor atau hal-hal
benkut.T
l. Compliance, yaitu :
"an overt acceptance induced by expectanon ofrewards
and an attempt to avoid possible punishment - not by
any conviction in the desirability of the enforced rule.
Power of the inJluencing agent is based on "meons-
control" and, as a consequence, the influenced person
conforms only under surveillance ".
2. Identifcation, yutts, :
"an acceptance of a rule nol because of its intrinsrc
value and appeal but because of a person's desire to
matntain rnembership in a group or relationship with
the agent. T'he source of power is the attractiveness of
the relation which the persons enjoy with the group or
agent, and his conformit"v with the rule will be
dependent upon the salience of these relationships".
3. Internalization, ya,fu
. 
"the acceptcnce by nn tndivtdual of a rule or behay,ior
hecause he fnds tts contenl intrinstc*ii',' rewarding .
7'l"te conten! rs cot'rgruent w*itlt (i person|t v*lues etther
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because his values changed and adapted to the
inveitable". (L. Pospisil 1971 .200,201)
4. Kepenflngan-kepentingan para warga masyarakat
teqamin oleh wadah hukum Yang ada.
e. Anaiisis Singkat Terhadap Pi'oses Penegakan Hukum
Setelah mengetahur kerangka filosofi dasar bahwa
Indonesia adalah sebagar negara hukum dan kemudian bagarmana
impiementasiny4 sebagarmana drjabarkan secala makro di dalam
Tap MPR RI Nomor ry/MPR/1999 dan kemudian persoalan yang
cukup menonjol di bidang penegakan hukum disamping memahami
secara sungguh-sungguh bahwa penegakan hukum mempunvai
kartan yang Sangat erat dengan faktor-faktor mas,varakat mentaati
hukum, maka beberapa hal larn yang perlu mendapatkan perhahan
khusus tentang faktor-faktor yang berkartan dengan penegakan
hukum itu adalah:




Tidak dapat dipungkiri Indonesia sesungguhnya adalah penganut
teori yang diajarkan oleh Hans Kelsen dengan stufen theon-nya-
oleh karenanya disamping kita mengenal sumber hukum yang
berlaku juga kita mengenal tata urutan perundang-undanga,r di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor
IIIA4PW2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-
undangan yang didalam pasal 2 disebutkan tata urutan peraturan
perund ang- un dangan merup akan ped oman dalam pembuatan aturan
hukum dr bawahnya dan tata urutan peraturan perundang-undangan
RI adalah :
!. uuD i9.t5
7. Ketetapan MPR RI
3. Undang-Undang
4 Peraturan Pemerrntah Pengganti Undang-undang
, il,,tialurai't Peilerrnlafi
o-kan Hukum Di Era Re
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
lndonesia sesungguhnya adaiah penganut stufen teon ka-
rena memang secara pnnsip ketentuan yang lebih rendah trdakboleh bertentangan dengan yang lebih -unggr. Hanya saja
penganur.an tecri itu tidak bersifat kaku. oleh karena temva-ra oasal 2
Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut menentukan bahwa "tata
urutan perundang-undangan merupakan pedoman ,. .". Interpretasr
kata-kata "pedoman" tersebut mempunyai makna yang bersifat
fleksibilias, artinya ada kemungkinan manakala situasi dir kondrsr
memungkinkann-va- sah-sah saja bahwa peraturan yang lebih rendah
brsa bertentangan dengan peraiuran yang rebih tlnggl karena <iasar
evaluasi yang digunakan adalah keadilan dan kemanfaatan dan
unsur kepastian hukum memang tersisihkan. Beberapa contoh
dalam prakrek telah membuktikan har itu dan oleh karenanya slstem
hak uji materiil juga dikolal dan berlaku di Indonesia
Kemudian, berkaitan dengan petugas/penegak hukum yang
di lndonesia seringkah disebut sebagar prtrak y*g b"r*u1ib yang
semasa orde lama sudah terlanjur mendapatkan stigma sebagar para
birokrat yang penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotis-.. Ot.t
karenanya trdak mengherankan pada saat era reformasi pemerintah
mengeluarkan suatu produk hukum dalam bentuk undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Namun kondisi
ml setidak+idaknya citra dan wibawa aparat penegak hukum
khususnya dan birokrat pada umumnya sudah luntur batrkan hapus
sama sekali dan akibatrya masyarakat sudah tidak respek pada
mereka Disamping itu, birokrat yang ada di era reformasi temyata
Juga mempunyai kualitas sumber da-v.-a manusia yang sangat rendah.
nisalnya produk pemenntah daiam tentuk unaang-Louig utu.rp*
peraturan-peraturan lain banyair yang sudah mati sebelum lahir.
mtsalnva undang-undang lalu lintas. undang-undang Nomor 14
Tahun 1992. Kepmenaker 150/folen;2000. Kepmenakertranskoo
Nomor 77 danTAIZ}A]
Demrkian luga halnya sarana dan fasilitas yang sangat
mu:lrm sebagar ketdakberdayaan pemenntah akibahya para apalat
penegak hukum m'encari sumber dana sendiri di luar aturan untuk
mer4alankan roda birokrasi, inilah yang disebut dengan pungutan-
pungutan liar (pungli) )-ang semuanya juga bermuara pada
-kehatrcuratr 
institusi, irii an gnya wib awa serta hap usnya k epercayaan
masyarakat terhad ap ap arat-ap arat p ene gak hukum'
Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pula
perilaku atau budaya masyarakat seternpat yang trdak menulikr
lesadaran hukum yang trnggi dan balangkali rni berkartan dengan
pendidikan mas-varakat yang sangat rendah pul4 karena durua
pendidikan di lndonesia rnasih dikenal sangat matral sehrngga tidak
mengherankan manakala tindakan-tindakan masyarakat senngkali
mengambil jalan pintas dan lebih cenderung bertindak secara
emosional daripada rasional. Ini juga merupakan faklor yang sangat
sulit dalam rangka penegakan hukum.
3. Penutup
Simpulan
Penegakan hukurn di Indonesia masrh merupakan suatu
konsep yanf Uerada pada tataran absfr'ak. Hal yang demilcian
terutaina dialibatkan kiUdak-tegasan pemerintah didalam mensrkapi
serta visi pola paregakan hukum yang mana yang sebenamya
dianut di Indonesia. Dan keadaan ltu dlperparah KemDalr serungga
mesyarakat kurang mentaati aturan hukum karena hubungan
berbagar krisis yang melanda antara lain krisis 
.kepercayaan
terhadip aparat irenEgak hukum. sumber daya birokr{n.enegat
hukum'yang sangat reidahrkorup, serta diikut dengan pola budava
masyarakatiang tOat sadar hrikum yang antara larn drakibatkan
oleh trdak memperoleh pendidikan sebagarmana mesturya'
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